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ABSTRAK 
EFEKTIVITAS PROGRAM INOVASI DESA DALAM RANGKA 
MEWUJUDKAN  KEMANDIRIAN DESA PADA DINAS 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  
KABUPATEN LANGKAT  
 
 
YUYUN MAULIDA 
1403100069 
 
Program Inovasi Desa (PID) merupakan salah satu upaya pemerintahan 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan kapasitas 
desa dalam mengembangkan rencana dan pelaksanaan pembangunan desa secara 
berkualitas. PID mendukung tercapainya target RPJM 2015-2019 dengan 
mendukung pembangunan desa secara lebih kreatif dan sehingga dapat 
mendorong pelaksanaan pencapaian tujuan Program Inovasi Desa dalam 
Mewujudkan Kemandirian Desa, Pengembangan Kewirausahaan dan prasarana 
dan sasaran yang dibutuhkan dalam Infrastruktur Desa. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pelaksanaan Program Inovasi Desa dalam mewujudkan 
Kemandirian Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Langkat. 
Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan 
analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan 
pengematan, wawancara, menggambarkan keadaan penelitian pada saat sekarang, 
berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.  
Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan Program Inovasi Desa 
Dalam Mewujudkan kemandirian Desa di Dinas pemberdayaan Masyarakat Desa 
Kabupaten Langkat, belum sepenuhnya berjalan. Tetapi Program ini sudah 
berjalan secara tidak disebutkan, cuman belum dibungkus dalam pengertian 
inovasinya. Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat Desa Kabupaten Langkat dalam pencapaian tujuan, proses kegiata, 
yang dilakukan oleh Bidang Inovasi Desa, serta tahapan-tahapan yang sudah 
dilakukan dengan baik oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. terkait dari 
tujuan dan sasaran untuk meningkatkan Kemandirian Desa di Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Langkat sudah tercapai begitu pun   
penataan sasaran dan prasarana yang sudah maksimal. Tindakan-tindakan yang 
dilakukan dalam pencapaian tujuan baik, bagus dengan adanya kerjasama dengan 
baik, prosedur yang diberikan kepada masyarat sudah mulai terealisasi. Sasaran 
prasarana Program Inovasi Desa Dalam Mewujudkan Kemandirian Desa pada 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupatan Langkat belum sepenuhnya 
terlaksanakan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Keberhasilan Pembangunan disetiap desa sangat berkaitan dengan inovasi 
desa merujuk kepada kemaslahatan masyarakat desa. Pada dasarnya inovasi desa 
untuk mejembatani kebutuhan pemerintah desa akan solusi bagi penyelesaian 
masalah, serta inisiatif atau alterlatif kegiatan pembangunan desa dalam rangka 
mewujudkan kemandirian desa. 
Menurut Keputusan Menteri No.83 Tahun2017 Tentang Penetapan 
Pedoman Umum Program Inovasi Desa menyebutkan bahwa Program Inovasi 
Desa sebagai panduan bagi para pihak dalam melaksanakan perencanaan, 
pelaksanaan, maupun pemantauan program inovasi desa, yang pendanaannya 
berasal dari international Bank for Reconstruction and development (world Bank) 
atau Bank Dunia. 
Program Inovasi Desa (PID) merupakan salah satu upaya pemerintahan 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan kapasitas 
desa dalam mengembangkan rencana dan pelaksanaan pembangunan desa secara 
berkualitas. 
Program Inovasi Desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas penggunaan 
Dana Desa melalui berbagai kegiatan pembangunan dan Pemberdayaan 
 
 
 
 
Masyarakat Desa yang lebih inovatif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat 
Desa. Dalam jangka menegah, upaya ini diharapkan mendorong produktivitas dan 
pertumbuhan ekonomi perdesaan serta membangun kapasitas desa yang 
berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat dan 
kemandirian Desa, sesuai dengan arah dan kebijakan dan sasaran kementrian Desa 
PDTT pada RPJMN 2015-2019.  
Manfaat Program Inovasi Desa, antara lain: (a) fasilitas dan pendampingan 
untuk saling bertukar pengetahuan dan belajar kegiatan pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat yang inovatif dengan desa lainnya; (b) fasilitas dan 
pendampingan untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan 
dan pemberdayaan masyarakat yang lebih inovatif dan sesuai dengan priotitas 
kebutuhan masyarakat desa; (c) desa dapat memanfaatkan jasa layanan teknis 
untuk meningkatkan kualitas kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di desa; 
dan (d) desa memperoleh kesempatan dan akses untuk meningkatkan kapasitas 
kegiatan perekonomiannya.   
 Program Inovasi Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten 
Langkat Nyatanya belum Efektif di dalam mewujudkan Kemandirian Desa. Hal 
tersebut karena banyak desa dianggap belum memiliki kapsitas Sumber Daya 
Manusia (SDM), terutama kapasitas aparatur desa yang masih lemah dalam 
kemampuan tata kelola desa. Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan 
masyarakat.  
 
 
 
 
Ditambah lagi kurangnya pengembangan kewirausahaan. Baik pada ranah 
pengembangan usaha masyarakat, maupun usaha yang diprakarsai desa. Melalui 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), dan Badan Usaha Milik antar Desa, produk 
unggulan desa guna mendinamisasi perekonomian Desa.  
Melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkaitan antara 
produktivitas perdesaan dengan kualitas Sumber daya Manusia ini, diharapkan 
terjadi dalam jangka pendek maupun dampak signifikan dalam jangka panjang 
melalui investasi dibidang pendidikan dan kesehatan dasar.  
Dan juga dalam pemenuhan dan peningkatan Infrastruktur perdesaan masih 
kurang berkembangnya kehidupan masyarakat perdesaan, karena terbatasnya 
akses masyarakat perdesaan dalam pelayanan prasarana dan sasaran 
pembangunan. Perdesaan secara langsung dan berpengaruh terhadap 
perkembangan perekonomian desa dan kesenjangan pelayanan infrastruktur antar 
wilayah.  
Dapat dilihat bahwa Program Inovasi Desa dalam rangka mewujudkan 
kemandirian Desa sangat dibutuhkan agar tercapainya Desa yang mandiri yakni 
(1) pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan yang diprakarsai Desa 
melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDesa bersama), serta produk unggulan desa (Prudes) dan Produk Unggulan 
Kawasan Perdesaan (Prukades); (2) peningkatan kulitas sumber daya manusia 
(SDM); (3) pemenuhan dan peningkatan infrastruktur perdesaan;  dan (4) 
 
 
 
 
memberi dukungan penguatan manajemen P3MD dan pengembangan sistem 
informasi Pembangunan Desa. 
Dengan demikian Program Inovasi Desa dapat direalisasikan oleh Dinas 
Pemberdayaan masyarakat Desa Kabupaten Langkat agar program tersebut dapat 
berjalan dengaan lancar sesuai dengan Keputusan Menteri No. 83 Tahun 2017. 
Berdasarkan dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
dengan Judul “Efektivitas Program Inovasi Desa Dalam Rangka Mewujudkan 
Kemandirian Desa Pada Dinas Pemberdayaan  Masyarakat Desa Kabupaten 
Langkat”. 
  
B. Rumusan Masalah 
Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dilakukan sehingga 
peneliti dapat terarah dalam membahas masalah yang akan diteliti, maka penulis 
harus merumuskan masalahnya. 
Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya adalah bagaimana Efektivitas 
Program Inovasi Desa Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian Desa Pada 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Langkat. 
 
 
 
 
 
 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  
1. Tujuan Penelitian  
Untuk mengetahui Efektivitas Program Inovasi Desa Dalam Rangka 
Meweujudkan Kemandirian Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 
kabupaten Langkat. 
 
2. Manfaat Penelitian  
Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 
a. Manfaat bagi pihak instansi, Hasil penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan informasi yang berharga bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
Desa kabupaten Langkat. 
b. Secara akademis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana 
pengetahuan khususnya dibidang Ilmu Administrasi Negara serta bahan 
perbandingan bagi peneliti selanjutnya. 
c. Secara subjektif, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk 
mengembangkan kemampuan Penulis dalam menulis karya ilmiah sesuai 
dengan permasalahan di lapangan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. SISTEMATIKA PENULISAN 
BAB I : PENDAHULUAN  
Pada bagian ini akan mengemukakan Latar Belakang Masalah, Rumusan 
Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian.  
BAB II : URAIAN TEORITIS 
Pada bagian ini mengemukakan Metode Penelitian yang digunakan    
Peneliti. 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Pada bagian ini menguraikan tentang jenis penelitian, kerangka konsep, 
Definisi Konsep, kategorisasi, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, 
Teknik Analisis Data, dan Lokasi dan Waktu Penelitian.   
BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN  
Pada bagian ini berisikan penyajian data, Diskripsi dan Wawancara, dan 
Pembahasan Analisis Data,  
BAB V : PENUTUP 
Pada bagian ini berisikan kesimpulan hasil penelitian dari hasil analisis data 
dan selanjutnya dikemukakan beberapa saran sebagai bahan rekomendasi 
dari hasil penelitan. 
 
 
BAB II 
URAIAN TEORITIS 
 
A.  Konsep Efektivitas 
1. Pengertian Efektivitas  
Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan 
yang tepat dari serangkaian alternative atau pilihan cara dan menentukan pilihan 
dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas biasa juga diartikan sebagai pengukur 
keberhasilan dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan. 
Menurut siagian (2002:16) efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya. 
Sasaran dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelumnya 
untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang di jalankannya. 
Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang 
telah ditetapkan, jika hasil kegiatan tepat sasaran makin tinggi efektivitasnya. 
Menurut Effendy (1989:14) Indikator efektivitas adalah tercapainya sasaran 
atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran 
dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. 
Menurut Kurniawan (2005:109) efektivitas adalah kemampuan 
melaksanakan tugas, fungsi (oprasional kegiatan program atau misi) dari pada 
suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan 
diantara pelaksananya. 
 
 
 
 
Berdasarkan hasil dari uraian tersebut maka efektivitas adalah suatu 
kegiatan atau pelaksanaan tugas, fungsi dari pada suatu organisasi atau sejenisnya 
dengan memanfaatkan sumber daya, sasaran dan prasarana dalam jumlah tertentu 
yang secara sadar ditetapkan sebelumnya sehingga, tujuan yang diinginkan dapat 
dicapai dengan hasil yang memuaskan. 
 
2. Kriteria Efektivitas  
Menurut Gibson (1984:159) terdapat lima kategori umum untuk kriteria 
efektivitas, yaitu: a) produksi, (mencerminkan kemampuan organisasi untuk 
menghasilkan jumlah dan kualitas yang dibutuhkan lingkungan atau masyarakat. 
Ukuran prodektivitas priduksi meliputi rekanan yang dilayani, dokumen yang 
diproses, keuntungan, hasil penjualan, dan lainnya); b) efesiensi, (perbandingan 
keluaran dengan masukan, ukuran efesiensi mengacu pada penggunaan sumber 
daya yang terbatas dalam prosesnya menjadi keluaran, antara lain dinyatakan 
dalam keuntungan dari modal, biaya per unit, pemborosan waktu yang terbuang, 
biaya rekanan, dll); c) kepuasan, (ukuran untuk menunjukkan tingkat dimana 
organisasi memenuhi kebutuhan karyawan, keabsenan, keterlambatan dan 
keluhan); d) keadaptasian, (tingkat dimana organisasi dapat dan benar-benar 
tanggap terhadap perubahan yang terjadi pada lingkungan eksternal dan internal. 
Keadaptasian mengacu pada kemampuan manajemen untuk merasakan perlunya 
perubahan dalam lingkungan termasuk perubahan dalam tubuh organisasi sendiri. 
timbul ketidak efektivan dalam proses prosduksi, tidak efesien dan tidak puas 
 
 
 
 
merupakan tanda perlunya kebijaksanaan manajemen dalam tindakan 
beradaptasi); e) pengembangan, (kriteria ini mengukur kemampuan organisasi 
untuk meningkatkan kemampuan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan 
pengembangan lingkungan. Usaha-usaha pengembangan yang lazim ialah 
program pelatihan bagi manajerial).  
Sehubungan dengan uraian diatas, terdapat empat hal yang menonjol dalam 
unsur efektivitas yaitu: a) pencapaian tujuan (suatu kegiatan dikatakan efektif 
apabila dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya); b) 
ketepatan waktu (suatu kegiatan dikatakan efektif apabila penyelesaian atau 
tercapainya tujuan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan); c) manfaat (suatu 
kegiatan dikatakan efektif apabila tujuan itu memberikan manfaat bagi masyarakat 
setempat sesuai dengan kebutuhannya); d) hasil (suatu kegiatan dikatakan efektif 
apabila kegiatan tersebut mendatangkan hasil.  
 
3. Pandangan Mengenai Efektivitas 
Efektivitas merupakan pencapaian suatu kegiatan sesuai dengan rencana. 
Suatu pekerjaan dikatakan efektif apabila dapat mencapai tujuan sebagaimana 
yang direncanakan dengan menggunakan segala sumber yang telah direncanakan 
pula. Suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, akan menunjang pencapaian 
tujuan secara kelompok. Sementara itu, pencapaian tujuan kelompok. Hal ini 
dikarenakan setiap organisasi terbagi menjadi beberapa bagian atau kelompok. 
Sementara itu, pencapaian tujuan kelompok akan mendukung pencapaian tujuan 
 
 
 
 
organisasi secara keseluruhan. Ada tiga pandangan mengenai efektivitas 
organisasi. Dengan memanfaatkan sumber daya, sasaran dan prasarana dalam 
jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya sehingga, tujuan yang 
diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan. 
 
4. Syarat efektivitas  
Menurut Gibson (1995:28) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi 
efektivitas adalah: 
1. Kemampuan, adalah kemampuan seseorang dalam dirinya, baik  
kemampuan teknik maupun kemampuan umum. 
Kemampuan ini diperlukan terutama kemampuan atasan dalam 
mengarahkan anggotanya untuk mencapai hal- hal yang diinginkan. 
2. Keahlian, adalah kemampuan spesifik untuk mengenai masalah teknis 
tertentu dalam pekerjaan. 
3. Pengetahuan, adalah merupakan suatu kemampuan yang diperoleh dan 
pengembangan diri melalui penelusuran keilmuan. 
4. Sikap, adalah kepribadian yang tercermin dari wujud perilaku seseorang 
dengan sikap yang baik maka efektifitas dapat dijalankan dengan baik. 
5. Motivasi, merupakan suatu dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang 
untuk melaksanakan kegiatan.  
6. Stress, adalah suatu tekanan yang timbul akibat tekanan lingkungan diluar 
diri manusia seperti pekerjaan yang dilakukan. 
 
 
 
 
 
5. Tujuan Efektivitas  
Adapun yag menjadi tujuan dari efektivitas adalah agar tercapainya sasaran 
atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran 
dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan 
secara efektif dan efesien tepat waktu dan untuk terealisasinya pelaksanaan yang 
baik pula. 
 
B. Program Inovasi Desa 
1. Pengertian Inovasi Desa  
Secara etimologi inovasi dari bahasa latin “ innovare” atau”innovation” 
yang kemudian diserap kedalam bahasa inggris “innovation” yang berarti 
pembaharuan atau perubahan. Kata kerjanya “innovo” yang artinya 
memperbaharui dan mengubah. Inovasi ialah suatu perubahan yang baru menuju 
ke arah perbaikan, yang lain atau berbeda dari yang sebelumnya, yang dilakukan 
dengan sengaja dan berencana (tidak secara kebetulan). Menurut kamus Merriam-
Webstar, Inovvation (inovasi) berarti melakukan sesuatu dengan cara yang baru; 
memiliki ide/gagasan yang baru mengenai bagaimana sesuatu dilakukan/ 
dikerjakan. Sedangkan para tokoh pembaharuan memiliki konsepsi yang beragam 
mengenai makna dari inovasi sebagai berikut. 
 
 
 
 
Menurut Everett M. Rogers dalam Udin Saefudin (2008:1), inovasi adalah 
suatu ide, gagasan, Praktek atau objek/benda yang disadari dan diterima sebagai 
suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. 
Andrew H Van de Ven, inovasi adalah pembangunan dan implementasi 
gagasan-gagasan baru oleh orang dimana dalam jangka waktu tertentu melakukan 
transaksi-transaksi dengan orang lain dalam suatu tatanan organisasi. Sedangkan 
menurut Kuniyoshi Urabe (1988:1), inovasi bukan merupakan kegiatan satu kali 
tindakan saja (one time phenomenon), melainkan suatu proses yang panjang dan 
kumulatif yang meliputi banyak proses pengambilan keputusan oleh organisasi 
dari mulai penemuan gagasan sampai Implementasinya di pasar. 
Stephen Robbins (1994:1) mendefenisikan inovasi sebagai suatu gagasan 
baru yang ditetapkan untuk memprakarsai, Robbins lebih memfokuskan pada tiga 
hal utama yaitu: 
1. Gagasan baru yaitu suatu olah pikir dalam mengamati suatu fenomena yang 
sedang terjadi, termasuk dalam bidang pendidikan, gagasan baru ini dapat 
berupa penemuan dari suatu gagasan pemikiran, ide, sistem sampai pada 
kemungkinan gagasan yang mengkristal; 
2. Produk dan jasa yaitu hasil langkah lanjutan dari adanya gagasan baru yang 
ditindak lanjuti dengan berbagai aktivitas, kajian, penelitian dan percobaaan 
sehingga melahirkan konsep yang lebih konkret dalam bentuk produk dan 
jasa yang siap dikembangkan dan diimplementasikan termasuk hasil inovasi 
dibidang pendidikan; 
 
 
 
 
3. Upaya perbaikan yaitu usaha sistematis untuk melakukan penyempurnaan 
dan melakukan perbaikan (improvement) yang terus menerus sehingga buah 
inovasi itu dapat dirasakan manfaatnya.  
Merujuk pada referensi yang disebutkan di atas, dalam konteks Program 
Inovasi Desa. Istilah inovasi merujuk pada cara atau pendekatan yang berbeda 
dari biasanya (apakah itu cara baru atau cara yang dikembangkan dari yang sudah 
ada sebelumnya) yang ditempuh oleh (kelompok) masyarakat atau instansi, dalam 
menjawab suatu masalah/tantangan yang dihadapi atau dalam mengerjakan 
sesuatu, aplikatif dan terebukti berhasil. 
Program Inovasi Desa (PID) merupakan salah satu upaya pemerintahan 
untuk mengingkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan 
kapasitas desa dalam mengembangkan rencana dan pelaksanaan pembangunan 
desa secara berkualitas. PID mendukung tercapainya target RPJM 2015-2019 
dengan mendukung pembangunan desa secara lebih kreatif dan sehingga dapat 
mendorong pengembangan ekonomi lokal dan pengembangan sumber daya 
manusia. PID diselenggarakan oleh kemendesa PDTT dengan dukungan 
pendanaan dari Bank Dunia melalui restrukturisasi program yang sebelumnya 
difokuskan pada pendampingan Desa dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa. 
PID dirancang untuk mendorong dan memfasilitasi penguatan kapsitas Desa 
yang diorientasikan untuk memenuhi pencapaian target RPJM Kemendesa PDTT-
Program prioritas Mentri Desa PDTT, melalui peningkatan Produktivitas 
perdesaan dengan bertumpu pada tiga bidang kegiatan utama: 
 
 
 
 
1. Pengembangan kewirausahaan, naik pada ranah pembangunan usaha 
masyarakat, maupun usaha yang diprakarsai desa melalui Badan Usaha 
Milik Desa (BUMDesa), Badan Usaha Milik antar Desa, Produk unggulan 
desa guna mendinaminasi perekonomian Desa. 
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kaitan antara 
produktivitas perdesaan dengan kualitas SDM ini, diharapkan terjadi dalam 
jangka pendek maupun dampak signifikan dalam jangka panjang melalui 
investasi dibidang pendidikan dan kesehatan dasar. Produktivitas perdesaan, 
dengan demikian, tidak hanya ditilik dari aspek/strategi peningkatan 
pendapatan saja, tetapi juga pengurangan beban biaya, dan hilangnya 
potensi dimasa yang akan datang. Disamping itu, penekanan isu Pelayanan 
Sosial Dasar (PSD) dalam konteks kualitas SDM ini, juga untuk 
merangsang sensitivitas Desa terhadap permasalahan krusial terkait 
pendidikan dan kesehatan dasar dalam penyelenggaraan pembangunan 
Desa, dan  
3. Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur perdesaan, khususnya secara 
langsung berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian Desa, dan 
yang memiliki dampak menguat-rekatan kohesi sosial masyarakat 
perdesaan. 
Selain itu, PID juga menjadi sarana memfasilitasi penguatan manajemen 
pendampingan pembangunan dan pertukaran pengetahuan.Inovasi ini dipetik dari 
realitas/hasil kerja Desa-Desa dalam melaksanakan kegiatan pembanguan yang 
diadayagunakan sebagai pengetahuan untuk ditularkan secara meluas. PID juga 
 
 
 
 
memberikan perhatian terhadap dukungan teknis dari penyedia jasa teknis secara 
professional. Dua unsur itu diyakini akan memberikan konstribusi signifikan 
terhadap investasi Desa, yaitu pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui 
pembangunan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
(APBDesa), khususnya DD. Dengan demikian, PID diharapkan dapat menjawab 
kebutuhan Desa-Desa terhadap layanan teknis yang berkualitas, merangsang 
munculnya inovasi dalam praktik pembangunan, dan solusi inovatif untuk 
menggunakan Dana Desa secara tepat dan seefektif mungkin. 
 
2. Strategi Inovasi Desa 
Pengembangan Strategi Inovasi Desa mencakup cara berpikir strategis dan 
konsistensi para pemangku kepentingan yang dituangkan dalam rangka 
perencanaan jangka panjang. Strategi inovasi desa ditetapkan sebagai agenda 
prioritas pembanguan dan menjadi bagian integral dari strategi pembanguan desa. 
Strategi inovasi desa merupakan kebijakan strategi dalam upaya meningkatkan 
daya saing yang berfokus pada potensi dan sumber daya lokal. Akses pasar, dan 
terbuka pada ide-ide kreatif yang bermanfaat bagi kemajuan masyarakat, 
pengentasan kemiskinan, peningkatan pendapatan dengan menetapkan tujuan 
yang jelas dan pencapaian secara rasional. 
Hal ini menjadi landasan dan kerangka kerja bagi desa agar secara mandiri 
maupun bersama mitra kerja untuk memahami pentingnya pendekatan sistem 
dalam menangani berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat dengan 
 
 
 
 
melibatkan multipihak agar dihasilkan kesinambungan kebijakan, pengelolaan 
sumber daya, pendanaan, dan tindakan strategis lainnya yang mendukung inovasi 
desa. 
Selain itu upaya yang dilakukan menghasilkan masukan strategis dalam 
penyusunan kebijakan inovasi desa yang bersifat holisti-tematik, integrative dan 
sepesial terutama untuk diintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan 
penganggaran pembangunan Desa. Integrasi inovasi ke dalam dokumen 
perencanaan dan penganggaran juga penting untuk menjamin keberlanjutan 
inovasi desa. 
Ada beberapa strategi yang dapat dipraktikkan dalam mengembangkan desa 
inovatif, di antaranya: 
1. Membangun kapasitas warga dan organisasi masyarakat sipil di desa yang 
kritis dan dinamis. Proses pembentukan bangunan warga dan organisasi 
masyarakat sipil biasanya dipengaruhi oleh faktor eskternal yang 
mengancam hak publik. Meski demikian, keduanya adalah modal penting 
bagi desa untuk membangun kedaulatan dan titik awal terciptanya 
komunitas warga desa yang nantinya akan menjadi kekuatan 
penyeimbangan atas munculnya kebijakan publik yang tidak responsive 
masyarakat. 
2. Memperkuat kapasitas pemerintahan dan interaksi dinamis antara organisasi 
warga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; 
 
 
 
 
3. Membangun sistem perencanaan dan penganggaran desa yang responsif dan 
partisipatif. 
 
3. Manfaat Inovasi Desa 
Manfaat Inovasi desa untuk; (a) melindungi individu, kelompok atau 
kelembagaan yang melakukan inovasi; (b) memacu Desa untuk meingkatakan 
daya saing dan keunggulannya; (c) meningkatakan jaminan pelayanan publik yang 
disediakan pemerintahan desa. Disamping itu, inovasi desa diharapkan dapat 
memberikan konstribusi dalam; (a) peningkatan efesiensi; (b) perbaikan 
efektivitas (c) perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat; (d) mendorong 
kohesi sosial dan mencegah terjadinya konflik kepentingan; (e) berorientasi 
kepada kepentingan umum; (f) dilakukan secara terbuka; (g) memenuhi nilai-nilai 
kepatutan; (h) mampu dipertanggungjawabkan hasilnya; dan (i) mendorong 
pemanfaatan bagi perbaikan kehidupan masyarakat.  
 
4. Sasaran Inovasi Desa  
Suharyanto dan Arif Sofianto. (2012:1-2).Inovasi pembangunan Desa 
merupakan kegiatan pemberdayaan melalui pembanguan dalam bentuk perbaikan 
mutu hidup dan perilaku yang mencakup aspek peningkatan kemampuan 
masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat, meningkatakan kagiatan 
ekonomi masyarakat dan meningkatakan kemampuan SDM aparatur 
pemerintahan desa berbasis iptek.  
 
 
 
 
Desa inovatif adalah desa yang warga masyarakatnya mampu mengenali 
dan mengatasi serta memanfaatkan teknologi canggih atau cara-cara baru untuk 
mengatasi masalah dan meningkatkan perekonomiannya dengan cara 
menggunakan teknologi yang ada di sekitar lingkungannya secara mandiri. 
Wilopo (2015:5) ada tiga faktor yang dapat mempercepat pembanguana di 
sebuah desa yaitu inovasi, jiwa wirausaha dan teknologi baru. Inovasi tidak serta 
merata berbicara tentang produk baru, tetapi bisa juga dengan melakukan hal lama 
dengan cara-cara yang baru. Amerika dan Tiongkong adalah contoh Negara yang 
berhasil mengembangkan inovasi di desa-desa yaitu dengan menggelar secara 
Young Enterepreneur in Village. 
 
5. Modal Inovasi Desa  
Fokus Pengembangan Desa supaya menjadi lebih mudah karena desa atau 
kampung memiliki faktor kekuatan poisitif yang berbeda dengan Kota, 
diantarannya adalah Potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah dan 
relatif belum dikelola secara optinal, Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang 
cenderung mudah digerakkan karena tunggunya jiwa kekeluargaan atau semangat 
partisipasinya yang besar untuk terlibat. Ketersediaan Anggaran yang saat ini desa 
diberikan celah fisikal yang cukup besar, serta kewenangan desa untuk melakukan 
Self Governing Communitiy. Oleh karena itu, diperlukan sebuah modal 
pengembangan desa yang mampu mendorong peningkatan kualitas hidup 
 
 
 
 
masyarakat, melalui pemanfaatan Potensi Sumber Daya, asset dan pendanaan 
secara terorganisir dan Akuntabel.   
Pembagunan desa merupakan proses merespon tiga lingkungan desa (alam, 
budaya dan sosial ekonomi) dengan cara yang tepat, maka dalam pembagunan 
harus diperhatikan unsur lingkungan tersebut. Selain pertumbuhan, pemerataan 
baik secara wilayah, sektoral maupun penerima atau pemanfaatan pembangunan 
merupakan ukuran penting keberhasilan pembangunan. Keberlanjutan 
pembangunan tidak saja memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi menjaga bagimana 
terjadinya kesinambungan dana agar manfaatnya bisa dirasakan lintas generasi.  
Desa Inovatif membutuhkan dukungan dari berbagai pihak baik 
pemerintahan maupun pemangku kepentingan diperlukan guna mengantarkan 
masyarakat desa pada kehidupan layak, makmur dan sejahtera. Dalam hal ini, 
diperlukan adanya inovasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat 
desa. inovasi yang dimaksud adalah upaya menciptakan cara, proses, dan produk 
baru yang memberikan nilai tambah bagi kehidupan dan kesejahteraan 
masyarakat.  
 
6. Tujuan Program Inovasi Desa 
PID bertujuan untuk meningkatkan kualiatas penggunaan Dana Desa 
melalui berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yag 
lebih inovatif dan peka terhadap keterbutuhan masyarakat Desa. dalam jangka 
menengah, upaya ini diharapkan mendorong produktivitas dan pertumbuhan 
 
 
 
 
ekonomi perdesaan serta membangun kapasitas Desa yang berkelanjutan untuk 
meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat dan kemandirian Desa, 
sesuai dengan arah dan kebijakan dan sasaran Kementrian Desa PDTT pada 
RPJM 2015-1019. 
 
7. Prinsip-Prinsip Pengelolaan  
Pengelolaan PID didasarkan pada prinsip-prinsip 
1. Taat hukum; 
2. Transparansi; 
3. Akuntabilitas; 
4. Partisipatif; 
5.    Kesetaraan jender; 
 
8. Ruang lingkup program inovasi desa  
1. Kegiatan Inovasi dan Pengelolaan Pengetahuan Desa  
Merupakan kegiatan pengelolaan pengetahuan untuk mendorong munculnya 
inovasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan Desa 
khususnya terkait dengan peningkatan kapasitas kewirausahaan dan 
pengembangan ekonomi lokal, peningkatan kualitas infrastruktur dan 
pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Pengelolaan pengetahuan 
dilakukan secara sistematis, terencana dan partisipatif meliputi proses, 
identifikasi, validasi, dokumentasi, pertukaran pengetahuan atau eksposisi 
 
 
 
 
dan replikasi. Kegiatan ini mendukung dengan Dana Oprasional Kegiatan 
(DOK) bantuan pemerintah pengelolaan pengetahuan inovasi desa. 
2. Pengembangan Kapasitas Penyediaan Jasa Layanan Teknis 
Penyediaan Jasa Layanan Teknis (PJLT) adalah organisasi atau lembaga 
yang memiliki keahlian tertentu dan diakui secara professional serta 
berkomitmen membantu desa dalam meningkatkan kualitas pembangunan 
dan memberdayaan masyarakat desa dibidang kewirausahaan dan 
Pengembangan Ekonomi Lokal, Pengembangan Sumber Daya Manusia  dan 
infarstruktur. Jenis layanan teknis yang disediakan PLJT meliputi tiga 
bidang kegiatan utama yang tidak dapat diberikan oleh pendamping 
professional dalam mendukung Kemandirian Desa, antara lain; (1) 
kewirausahaan dan Pengembangan Ekonomi Lokal, (2) Pengembangan 
Sumber Daya Manusia (pelayanan sosial dasar, dan kewirausahaan sosial) 
dan (3) infrastruktur Desa. PLJT memberikan pelayanan dalam bentuk 
dukungan teknis berupa pelatihan, konsultasi, bimbingan teknis, monitoring, 
dan studi sesuai dengan kebutuhan Desa, PLJT dapat memfasilitasi Desa 
dalam mengidentifikasi, mengorganisir dan memanfaatkan jaringan kerja 
yang mendukung meningkatkan produktivitas dan hasil guna kegiatan di 
Desa. 
3. Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Desa                     
Sistem informasi pembangunan desa merupakan solusi bagi percepatan 
pengelolaan, evaluasi dan Analisis data desa, untuk tujuan percepatan 
pembangunan desa dan produktivitas desa berbasis pada pengelolaan data 
 
 
 
 
pembangunan desa tidak terlepas dengan data dasar yang selama ini 
dihasilkan dikementrian desa dan aplikasi pengelolaan data yang sudah 
berjalan di desa. 
 
 
C. Kemandirian Desa 
1. Pengertian Kemandirian Desa 
          Kemandirian dalam penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan desa 
merupakan suatu hal yang sangat penting. Kemandirian berarti mengedepankan 
kemampuan diri desa sebagai subjek dari peneyelenggaran pemerintahan dan 
pembangunan desa. Kemandirian desa sangat penting dilihat dari aspek filosofis, 
histori, dan strategis. 
Sedangkan yang dinamakan desa ialah suatu kesatuan hukum, di mana 
bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan 
sendiri (kartohadikoesoemo, 1984:16). Desa dapat dimaknai sebagai kesatuan 
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah serta berhak dan 
berwenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan asas 
desentralisasi. Sebagai sebuah istilah politik dan hukum, kata sendiri (self-
governing) juga dimaknai secara longgar sebagai “Kemandirian” (FPPD dan 
DRSP-USAID, 2007). 
 
 
 
 
(Ditjen PMD, 2007:80) Hal itu senada dengan pendapatan dari Ditjen PMD 
yang menyatakan bahwa visi reformasi desa adalah menuju desa yang mandiri, 
demokartis dan sejahtera. Karena berbais visi itu, maka desa tidak bisa dipahami 
hanya sebagai wilayah administratif atau tempat kediaman penduduk semata, 
melainkan sebagai entitas sosial, budaya, ekonomi, politik dan hukum. Parallel 
dengan visi tersebut, sebaliknya desa ditransformasikan menjadi sebuah entitas 
yang bertenaga secara sosial, kedaulatan secara politik, berbudaya secara ekonomi 
dan bermartabat secara budaya. 
Dengan demikian, otonomi desa tingkat materi dan cara mengerjakannya 
sangat sederhana jika dilihat dari kecamatan pemerintahan modern. Jadi, menurut 
kartohadikoesoemo (1984:366), tidak benar kalau dikatakan bahwa rakyat di desa 
sebelum masak untuk mendapat hak otonomi yang notabene sampai sekarang 
masih terus-menerus dimiliki dan dilakukan itu. Yang sebelum ada pada rakyat 
ialah pimpinan yang modern, organisasi yang modern, dan alat-alat modern. 
Dari sisi kebijakan strategis, kemandirian desa adalah kunci bagi 
kemandirian daerah dalam jangka panjang. Sehingga kemandirian desa secara 
bertahap akan mengikis sifat ketergantungan desa yang terjadi selama ini. Jika 
desa selamanya marginal dan tergantung, maka justru akan menjadi beban 
pemerintahan daerah dan pusat. Menurut Dijten PMD Depdagri (2007:12-14), 
kemandirian dan demokrasi desa merupakan alat dan peta jalan untuk mencapai 
kesejahteraan rakyat desa. Otonomi desa hendak memulihkan basis penghidupan 
masyarakat desa, dan secara sosiologis hendak memperkuat desa sebagai entitas 
masyarakat paguyuban yang kuat dan mandiri. 
 
 
 
 
Selaras pernyataan sebelumnya, Eko dan Rozaki (2005:53) menjelaskan, 
otonomi desa mengandung prinsip keleluasaan, kekebalan, dan kapasitas. 
Keterpaduan antara keleluasaan dan kapasitas lokal bakal melahirkan kemandirian 
desa, yakni kemandirian mengelola pemerintahan, mengambil keputusan, dan 
mengelola sumber daya lokal sendiri yang sesuai dengan preferensi masyarakat 
lokal. Kemandirian merupakan kekuatan atau prakondisi yang memungkinkan 
proses peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan 
desa, pengembangan prakarsa dan potensi lokal, pelayanan publik dan kualitas 
hidup masyarakat desa secara berkelanjutan.  
Menurut Ditjen PMD Depdagri (2007:80), otonomi desa mengandung tiga 
makna: (a) hak desa untuk mempunyai, mengelola atau memperoleh sumber daya 
ekonomi-politik; (b) kewenangan untuk mengatur atau mengambil keputusan atas 
pengelolaan barang-barang publik dan kepentingan masyarakat setempat; dan (c) 
tanggung jawab desa untuk mengurus kepentingan publik (rakyat) desa melalui 
pelayanan publik. Dengan demikian desa mempunyai hak dan wewenang jika 
berhadapan dengan pemerintahan, sekaligus mempunyai tanggung jawab jika 
berhadapan dengan rakyat. Agar ketiganya berjalan, desa membutuhkan 
keleluasaan untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kewenangan yang 
memiliki, serta kapasitas (kemampuan) untuk menompang tanggungjawab 
mengurus masyarakat.  
Lebih lanjut diterangkan, gagasan otonomi desa sebenarnya mempunyai 
relevansi (tujuan dan manfaat)  sebagai berikut: memperkuat kemandirian desa 
sebagai basis kemandirian NKRI; memperkuat posisi desa sebagai subjek 
 
 
 
 
pembengunan; mendekatkan perencanaan pembangunan ke masyarakat; 
memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan; menciptakan 
efesiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal; 
menggairahkan ekonomi lokal dan penghidupan masyarakat desa; menempa 
kapasitas desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan; membuka arena 
pembelajaran yang sangat berharga bagi pemerintah desa, lembaga-lembaga desa 
dan masyarakat; serta merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat lokal.  
Perwujudan Kemandirian tidak muncul tiba-tiba, tetapi berlangsung 
bertahap. Perkembangan kemandirian dapat disusun berdasarkan tahapan-tahapan 
tertentu (Dharmawan, 2006:15). Pada tahap pertama akan diciptakan otonomi 
desa yang lebih dipahami sebagai kemandirian fungsional (menjalankan fungsi-
fungsi) dan bukan “kemandirian dalam relasi kekuasaan pemerintahan”. Pada 
taraf ini dicapailah kemandirian eksistensial untuk menagtur rumah tangga 
pemerintahan  secara independent dan mampu melakukan negosiasi serta dengan 
kelembagaan pemerintahan superdesa sekalipun. Pada tahap akhir inilah 
kemandirian dan otonomi pemerintahan desa dapat dicapai secara mandiri dan 
hakiki.  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Beberapa faktor yang akan mempengaruhi terbentuknya desa mandiri: 
1. Potensi Sumber Daya Manusia: 
a) Masyarakat Desa mempunyai motivasi dan budaya yang tinggi. 
b) Mempunyai jiwa wirausaha yang kuat. 
c) Mempunyai kemampuan dan keterampilan tertentu yang mendukung 
pengembangan potensi lokal. 
2. Potensi Sumber Daya Alam: 
a) Potensi desa mempunyai daya saing untuk dikembangkan. 
b) Pengelolaan potensi desa secara berkelompok oleh masyarakat (sentra) 
c) Sekala usahanya berbasis sentra yang dilakukan oleh masyarakat. 
3. Pasar  
a) Produk yang dikembangkan masyarakat dibutuhkan pasar.  
b) Produk masyarakat mempunyai daya saing pasar. 
4. Kelembagaan dan budaya lokal, pelaksanaan program didukung oleh 
lembaga desa yang menjunjung tinggi kearifan lokal. 
 
3. Tujuan yang akan dicapai Desa Mandiri 
Pengembangan desa mandiri berbasis kawasan pedesaan untuk mewujudkan 
kemandirian masyarakat pedesaan agar mampu mendayagunakan dan 
mengoptimalkan potensi sumber daya ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup 
untuk kesejahteraan masyarakat. 
 
 
 
 
 
4. Manfaat yang akan dicapai Desa Mandiri  
1. Berkembangnya potensi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
di wilayahnya melalui penciptaan lapangan kerja. 
2. Meningkatkan kegiatan usaha ekonomi dan budaya berbasis kearifan lokal 
desa. 
3. Meningkatnya kemandirian desa dalam melaksanakan kegiatan 
pembangunan. 
4. Menurunya disparitas pembangunan wilayah antara desa dengan kota.  
 
5. Syarat dan Prinsip Utama Membangun Desa mandiri 
a. Syarat: 
- Pendayagunaan sumberdaya desa 
- Penataan dan pengembangan asset desa 
- Pemberdayaan masyarakat berkesinambungan 
- Partisipasi aktif masyarakat dan kelembagaan masyarakat 
- Tersedianya anggaran/dana desa untuk mengelola kegiatan 
pembanguan dan pemberdayaan 
- Adanya pendampingan desa dan kerjasama antara desa maupun pihak 
lain. 
b. Prinsip 
Setiap desa berpeluang mengembangkan diri menjadi desa mandiri karena 
memiliki potensi sumberdaya, asset desa, memiliki kewenangan yang sama serta 
 
 
 
 
budaya atau modal sosial yang dapat dikembangakan melalui pemberdayaan 
masyarakat”desa membangun” 
 
6. Modal Atau Aset Utama Yang Dibutuhkan Untuk Membangun Desa 
Mandiri; 
1. Sumberdaya lokal Desa 
2. Pasar (daya beli dan daya jual) 
3. Tenaga kerja (ketersediaan dalam jumlah dan tingkat keterampilan) 
4. Penanaman modal skala Desa dan kawasan (peluang dan kebutuhan) 
5. Kemampuan Pemerintah Lokal (kualitas SDM, Akses, Ketersediaan 
regulasi) 
6. Sasaran dan Prasarana (utamakan transportasi dan komunikasi)  
7. Teknologi. 
 
7. Langkah-langkah Strategis Untuk Mendorong Masyarakat Terlibat 
Dalam Pemgembangan Desa Mandiri 
1. Membangun kesadaran tentang kepentingan kolektif desa;  
2. Bersama-sama mengidentifikasi potensi serta ide-ide pembangunan desa; 
3. Melakukan Musyawarah Desa bersama dengan BPD dan Pemerintahan 
Desa; 
 
 
 
 
4. Menyusun RPJMDes jangka menengah (6 tahun) kemudian dituangkan 
kedalam RKPDesa tahunan melalui Musyawarah Pembangunan Desa 
(musrenbangdes); 
5. Pembangunan dilaksnakan dan diawasi Dari, Oleh, Untuk dan bersama 
Masyarakat (DOUM). 
 
 
D. Pengembangan Kewirausahaan 
1. Pengertian Pengembangan Kewirausahaan 
Kewirausahaan atau wirausaha adalah suatu proses mengidentifikasi, 
pengembangan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa 
ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu.  
  Dalam Mudjiarto (2008:121) “Kewirausahaan adalah hasil dari suatu 
disiplin serta proses sistemstis penerapan kreativitas dan inovasi dalam memenuhi 
kebutuhan dan peluang di pasar.” 
Menurut Peters Hisrich (1995:10) kewirausahaan adalah suatu proses 
pencapaian sesuatu yang berbeda untuk menghasilkan nilai dengan mencurahkan 
waktu dan usaha, diikuti penggunaan uang, fisik, resiko, sehingga kemudian 
menghasilkan balas jasa yang berupa uang serta kepuasan dan kebebasan pribadi.  
Menurut Tarmuji (2000:67), memaparkan bahwa, seorang wirausaha bukan 
manusia hasil cetakan melainkan seseorang yang memiliki kualitas pribadi yang 
menonjol yang nampak dari sikap, motivasi dan perilaku yang mendasarinya. 
 
 
 
 
Berdasarkan hasil dari uraian tersebut maka kewirausahaan adalah suatu 
proses pencapaian hasil nilai dalam memenuhi kebutuhan dan peluang dipasar 
sehingga dapat memberikan kepuasan seseorang yang memiliki jiwa 
kewirausahaan. 
  
2. Sikap Kewirausahaan 
a. Memiliki sifat keyakinan, kemandirian, individualitas, optimisme. 
b. Selalu berusaha untuk berprestasi, berorientasi pada laba, memiliki 
ketekunan dan ketabahan, memiliki tekad yang kuat, suka bekerja keras, 
energik dan memiliki inisiatif. 
c. Memiliki kemampuan mengambil risiko dan suka pada tantangan.  
d. Beringkah laku sebagai pemimpin, dapat bergaul dengan orang lain dan 
suka terhadap saran dan kritik yang membangun. 
e. Memiliki inovasi dan kreativitas tinggi, fleksibel, serba bisa dan memiliki 
jaringan bisnis yang luas. 
f. Memiliki persepsi dan cara pandang yang berorientasi pada masa depan. 
g. Memiliki keyakinan bahwa hidup itu sama dengan kerja keras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Modal Kewirausahaan  
a. Modal Intelektual dapat diwujudkan dalam bentuk ide-ide sebagai modal 
utama yang disertai pengetahuan, kemampuan, keterampilan, komitmen, 
dan tanggungjawab sebagai modal tambahan. 
b. Modal sosial dan moral diwujudkan dalam bentuk kejujuran dan 
kepercayaan, sehingga dapat terbentuk citra. 
c. Modal mental adalah kesiapan mental berdasarkan landasan agama, 
diwujudkan dalam bentuk keberanian untuk menghadapi resiko dan 
tantangan. 
d. Modal material adalah modal dalam bentuk uang atau barang. Modal ini 
terbentuk apabila seseorang memiliki jenis-jenis modal diatas.  
 
4. Strategi kewirausahaan 
Para wirausahawan menggunakan proses inovasi sebagai alat pemberdayaan 
sumber-sumber untuk menciptakan suatu nilai barang dan jasa. Proses inovasi 
dikendalikan oleh kreatifitas. Kreatifitas meruapakan mata rantai antara 
pengetahuan pengenalan baru untuk mengkombinasi sumber-sumber dan proses 
pengembangan pengetahuan secara sistematis kedalam suatu inovasi yang 
digunakan dipasar. 
 
  
 
 
 
 
Dalam strategi pengembangan kewirausahaan dilakukan melalui tiga 
strategi yaitu: 
1. Meningkatkan kemampuan kewirausahaan, untuk meningkatkan 
kemampuan kewirausahaan dilakukan melalui peningkatan etos kerja, 
kreativitas dan inovasi, produktivitas, kemampuan membuat keputusan dan 
mengambil risiko, serta kerjasama yang sling menguntungkan dan dengan 
menerapkan etika kewirausahaan. 
2. Membudayakan kewirausahaan, ialah mengarahkan wirausaha terutama 
kepada kegiatan ekonomi yang rasional, menguntungkan, berkelanjutan, dan 
dapat ditiru oleh masyarakat.  
3. Menawarkan kegiatan yang berkelanjutan dan dapat ditiru oleh masyarakat. 
Di samping itu membudayakan kewirausahaan harus secara intensif, 
komprehensif, dan terpadu, yang pencapaiannya dilakukan melalui; (1) 
skala prioritas sasaran, (2) persiapan dan perencanaan yang baik, (3) 
kegiatan secara komprehensif dan terpadu mencakup kegiatan  pelatihan, 
bimbingan dan konsultasi, magang dan studi banding, promosi dan temu 
usaha, serta peningkatan akses pasar dan pemberian bantuan perkuat secara 
selektif, (4) penekanan pada kesesuaian kondisi dinamis masing-masing 
peserta atau kelompok peserta program yang dibina, (5) kegiatan 
peningkatan semangat, sikap dan perilaku kewirausahaan. 
 
 
 
 
 
 
 
5. Manfaat kewirausahaan  
Wirausaha memiliki beberapa manfaat yang dapat dipetik oleh seorang 
wirausahawan dalam rangka usahanya antara lain:  
1.  Membuka lapangan kerja baru. 
2.  Sebagai generator pembangunan lingkungan. 
3.  Sebagai contoh pribadi unggul, terpuji, jujur, berani dan tidak merugikan 
orang  lain. 
4.  Menghormati hukum dan peraturan yang berlaku 
5.     Mendidik kayawan jadi orang mandiri, disiplin, jujur dan tekun, dan 
6. Memelihara keserasian lingkungan, baik dalam pergaulan maupun dalam    
kepemimpinan.  
 
6. Tujuan kewirausahaan 
1. Meningkatkan jumlah para wirausaha yang berkualitas. 
2. Mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk 
menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. 
3. Membudayakan semangat sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan 
dikalangan masyarakat yang mampu, handal, dan unggul. 
4. Menumbuhkembangkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang 
tangguh dan kuat terhadap masyarakat.  
 
 
 
 
 
 
 
E. Kualitas Sember Daya Manusia 
1. Pengertian Kualitas Sumber Daya Manusia 
Kualitas sumber daya manusia selalu ditingkatkan melalui pelatihan dan 
pemberian kompensasi yang adil termasuk berbagai fasilitas kesejahteraan 
karyawan. Semua ini sesuai dengan peranan dan tugas manusia sebagai khalifah 
di muka bumi ini yang mengemban tugas untuk memelihara dan mengembangkan 
alam ini dengan sebaik baiknya. Ada beberapa pendapat yang dipaparkan oleh 
para ahli tentang pengertian dari kualitas sumber daya manusia. 
Salim (1996:35) dalam bukunya “ aspek sikap mental dalam manajemen 
sumber daya manusia” manusia sebagai berikut: kualitas sumber daya manusia 
adalah nilai dari perilaku seseorang dalam mempertanggungjawabkan semua 
perbuatannya baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat 
dan berbangsa. 
Menurut M. Dawam Raharjo (2012:4) dalam buku “intelektual, inteligensia 
dan perilaku politik bangsa” kualitas sumber daya manusia tidak hanya ditentukan 
oleh aspek keterampilan atau kekuatan tenaga fisiknya saja, akan tetapi juga 
ditentukan oleh pendidikan dan kadar pengetahuannya, pengalaman atau 
kematangannya dan sikapnya serta nilai-nilai yang dimiliki 
Menurut Soekidjo Nototatmodjo beliau mengatakan bahwa:’ kualitas 
sumber daya manusia adalah menyangkut dua aspek yaitu aspek fisik (kualitas 
fisik) dan aspek non fisik (kualitas non fasik) yang menyangkut kemampuan 
bekerja, berpikir dan keterampilan”.  
 
 
 
 
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya 
manusia adalah sumber daya yang memiliki potensi baik dari aspek fisik maupun 
aspek intelektual, pendidikan dan sikap serta nilai-nilai kehidupan bermasyarakat 
dan berbangsa. 
 
2. Strategi Sumber Daya Manusia 
Strategi sumber daya manusia ini antara lain untuk menopang keberhasilan 
suatu organisasi atau perusahaan, baik yang bergerak di bidang produksi barang 
maupun jasa, organisasi bisnis atau organisasi non bisnis. 
Suatu organisasi baik bisnis maupun non bisnis tidak akan dapat beroperasi 
tanpa adanya faktor sumber daya manusia. Oleh karena itu diperlukan suatu 
strategi yang berkaitan dengan sumber daya manusia, sehingga dapat menentukan 
bakat dan keahlian yang disesuaikan dengan kebutuhan oprasional yang tersedia 
dalam organisasi. Dibutuhkan cara dalam pengelolaan dan perancangan tenaga 
kerja yang dapat digunakan, sehingga orang-orang tersebut (tenaga kerja) bisa 
efektif dan efisien.  
 
3. Manfaat dan Tujuan Pengembangan sumber daya Manusia  
a. Mengurangi dan menghilangkan kinerja yang buruk 
Dalam hal ini kegiatan pengembangan akan meningkatkan kinerja pegawai 
saat ini, yang dirasakan kurang dapat bekerja secara efektif dan ditujukan 
 
 
 
 
untuk dapat mencapai efektivitas kerja sebagaimana yang diharapkan oleh 
organisasi. 
b. Meningkatkan produktivitas  
Dengan mengikuti kegiatan pengembangan berarti pegawai juga 
memperoleh tambahan keterampilan dan pengetahuan baru yang bermanfaat 
bagi pelaksanaan pekerjaan mereka. Dengan demikian diharapkan juga 
secara tidak langsung akan meningkatkan produktivitas kerjanya. 
c. Meningkatkan fleksibilitas dari angkatan kerja  
          Dengan demikian semakin banyaknya keterampilan yang dimiliki pegawai, 
maka akan lebih fleksibel dan mudah untuk menyesuaikan diri dengan 
kemungkinan adanya perubahan yang terjadi dilingkungan organisasi. 
d. Meningkatkan komitmen karyawan 
Dengan melalui kegiatan pengembangan, pegawai diharapkan akan 
memiliki persepsi yang baik tentang organisasi yang secara tidak langsung 
akan meningkatkan komitmen kerja pegawai serta dapat memotivasi mereka 
untuk menampilkan kinerja yang baik. 
e. Mengurangi turn over dan absensi 
Bahwa dengan semakin besarnya komitmen pegawai terhadap organisasi 
akan memberikan dampak terhadap adanya pengurangan tingkat turn over 
absesnsi. Dengan demikian juga berarti meningkatkan produktivitas 
organisasi. 
 
 
 
 
 
 
F.  Peningkatan Infrastruktur Perdesaan 
1.  Pengertian Infrastruktur  
Infrastruktur adalah seluruh fasilitas baik fisik maupun non fisik yang 
sengaja dibagun oleh pemerintah atau perorangan untuk mendukung 
terlaksananya kegiatan masyarakat. Pembangunan infrastruktur merupakan hal 
penting yang pengadaanya harus disegerakan karena berhubungan dengan 
kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari dalam lingkup sosial dan ekonomi. 
Dalam hal pembangunan fisik atau infrastruktur, Bachtiar Effendi (2002:48) 
menyebutkan bahwa pentingnya infrastruktur sebagai penunjang pelaksanaan 
pembangunan yang memadai yang berupa ketersediaan fasilitas pelayanan publik 
baik prasarana jalan, air bersih, listrik, jembatan, sasaran pendidikan, sasaran 
kesehatan, rumah ibadah, transportasi, irigasi, teknologi, dan komunikasi 
bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih dinamis dan mempermudah 
kegiatan ekonomi. 
Menurut Grigg dalam Robert J. Kodoatie( 2005:8). Infrastruktur merujuk 
pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-
bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi 
kebutuhan dasar manusia dalam lingkungan sosial dan ekonomi. 
Kesimpulan pengertian infrastruktur adalah saran dan prasarana fisik 
sebagai pendukung utama terselenggaranya proses pembangunan dalam 
menyediakan transporetasi, bagunan-bagunan gedung dan fasilitas publik yang 
 
 
 
 
lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup 
sosial dan ekonomi. 
 
2. Sasaran Infrastruktur perdesaan  
1. Tersedianya infrastruktur perdesaan yang sesuai dengan kebutuhan dan 
kemampuan masyarakat, berkualitas, berkelanjutan, dan berwawasan 
lingkungan, 
2. Meningkatkan kemampuan masyarakat perdesaan dalam penyelenggaraan 
infrastruktur perdesaan. 
3. Meningkatnya kemampuan aparatur pemerintahan daerah sebagai fasilitator 
pembangunan di perdesaan.  
4. Terlaksananya penyelenggaraan pembagunan infrastruktur perdesaan yang 
partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. 
 
3. Tujuan Pembagunan Infrastruktur Desa  
1. Mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin, hampir miskin, dan 
kaum perempuan, termasuk kaum minoritas terhadap pelayanan 
infrastruktur dasar di wilayah perdesaan. 
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun kesadaran dan 
kemandirian masyarakat dalam mengatasi permasalahan dan penyediaan 
infrastruktur perdesaan. 
 
 
 
 
3. Meningkatnya peran aktif seluruh masyarakat desa, dalam proses 
pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan di desa. 
4. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat desa yang kuat, 
mengakar, representative, akuntabel dan terpercaya. 
5. Meningkatnya sinergi masyarakat desa, pemerintahan desa, kecamatan, 
pemerintah kabupaten, swasta, lembaga swadaya masyarakat, organisasi 
masyarakat, dan kelompok peduli lainnya, untuk mengefektifkan upaya-
upaya pemberdayaan masyarakat desa.  
 
 
 
 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
kualitatif. Menurut Moelong (2004:6) mengatakan bahwa penelitian kualitatif 
adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami 
oleh obyek penelitian secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-
kata dan bahasa, pada konteks yang alamiah dan dengan mamanfaatkan berbagai 
metode alamiah. David Wiliams mendefenisikan bahwa penelitian kualitatif  
pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode 
alamiah, dan dilakukan oleh orang atau penelitian yang tertarik secara alamiah.  
Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif  kualitatif, yaitu suatu bentuk 
penelitian dengan berdasarkan informasi yang berupa kata-kata dari responden 
yang kemudian dianalisis menjadi sebuah informasi yang bermakna dan memiliki 
arti. Sebagai penelitian deskriptif, penelitian ini berisikan deskripsi, gambaran 
atau lukisan secara sistematis faktual, akurat menegnai fakta-fakta serta hubungan 
antara fenomena yang diselidiki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Kerangka Konsep 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Feed back 
 
 
Gambar 3.1 : kerangka konsep 
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Kesejahteraan Masyarakat Desa  
 
 
 
 
C. Defenisi Konsep Dan Kategorisasi Penelitian  
No.  Defenisi Konsep Kategorisasi 
1 Kemandirian Desa merupakan suatu hal yang sangat 
penting. Sebagai kemampuan diri desa sebagai 
subjek dari penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan desa. Kemandirian desa sangat penting 
dilihat dari aspek filosofis, historis dan strategis. 
 
Adanya Pencapaian tujuan program 
inovasi desa dalam mewujudkan 
Kemandirian Desa  
 
2 Kewirausahaan atau wirausaha adalah suatu proses 
mengidentifikasi, pengembangan, dan membawa visi 
ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide 
inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam 
menjalankan sesuatu 
 
Adanya Pengembangan  kewirausahaan 
3 Infrastruktur adalah seluruh fasilitas baik fisik 
maupun non fisik yag sengaja dibagun oleh 
pemerintah atau perorangan untuk mendukung 
terlaksananya kegiatan masyarakat. 
 
Adanya Prasarana dan sasaran yang 
dibutuhkan dalam infrastruktur desa 
 
 
 
Tabel 3.1 Defenisi Konsep dan Kategorisasi 
 
 
 
 
 
D. Narasumber 
Narasumber yang diambil dalam penelitian ini diperoleh dari informasi 
yaitu orang-orang yang mengetahui dengan baik dan banyak tentang informasi 
yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Maka jumlah narasumber dalam 
penelitian ini sebanyak 4 orang yaitu: 
a. AKHYAR (ketua TPID) 
b. LELA SYAHFITRI, Amd (Bendahara) 
c. Ir. AMIRUDIN (Bidang Inovasi Desa) 
d. LENI RAHAYU (Bidang Inovasi Desa) 
e. IRMANWANSYAH (Pendamping Lokal Desa) 
 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data menurut KJ.Veeger (2003:31) merupakan 
langkah yang amat penting dalam penelitian. Data yang dikumpulkan akan 
dijadikan sebagai bahan untuk analisis. Data yang diperlukan dalam penelitian ini 
adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh 
secara langsung dari loksi penelitian melalui wawancara dengan informan yang 
berkaitan dengan masalah penelitian, dan juga melalui observasi atau pengamatan 
langsung terhadap objek penelitian. 
Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk uraian. 
Dalam penelitaian ini data-data sekunder yang diperlukan antara lain: literature 
 
 
 
 
yang relevan dengan judul  penelitian, misalnya materi atau dokumen-dokumen 
dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dikabupaten Langkat serta buku-buku 
dan karya ilmiah yang relevan dengan penelitian.  
Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis 
dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan yaitu melalui beberapa teknik 
pengumpulan data sebagai berikut: 
1) Pengamatan (observation) 
Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian 
untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila objek penelitian 
bersifat perilaku dan tindakan manusia (kejadian-kejadian yang terjadi) 
2) Wawancara  
Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk 
memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara adalah 
pengumpulan informasi yang diharapkan dapat menyampaikan pertanyaan 
dengan jelas dan kemudian menulis semua jawaban dari pemberi informasi 
(informan) 
3) Dokumentasi  
Data ini dikumpulkan dengan melalui berbagai sumber data yang tertulis 
baik yang berhubungan dengan masalah kondisi objektif, juga silsilah dan 
pendukung data lainnya. 
 
 
 
 
 
 
 
F. Teknis Analisi Data 
Analisis data merupakan metode penting dalam penelitian, karena dengan 
menganalisis data maka dapat diperoleh data secara benar. Anlisa dilakukan untuk 
menemukan pola. Caranya dengan melakukan pengujian sistematik untuk 
menetapkan bagian-bagian, hubungan antara kajian dan hubungan terhadap 
keseluruhannya. 
Untuk dapat menentukan pola tersebut peneliti melakukan penyelusuran 
melalui catatan lapangan dan hasil wawancara. Teknik analisis data menggunakan 
modal interaktif dan dalam penyajian data penelitian menggunakan beberapa 
tahapan: 
a. Pengumpulan informasi melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi. 
b. Reduksi data proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 
tranformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan  
c. Penyajian (display) data. Penyajian data diarahkan agar data reduksi 
terorganisasikan. Pada langkah ini, peneliti bersusaha penyusun data yang 
relevan, sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan. Display data 
yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis 
kualitatif yang valid dan handal 
d. Tahap akhir adalah menarik kesimpulan yang dilakukan secara cermat 
dengan melakukan verifikasi berupa tinjuan ulang pada catatan-catatan 
lapangan sehingga data-data yang ada teruji veliditasnya. 
 
 
 
 
 
G.  Lokasi dan Waktu Penelitian  
Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan melakukan 
penelitian sesuai judul dan rancangan penelitian. Lokasi penelitian ini adalah di Di 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Langkat.Waktu 
pelaksanaan penelitian ini ada dimulai dari bulan November 2017 Sampai Maret 
2018 
 
H. Gambaran Lokasi Penelitian  
Nama Langkat diambil dari nama kerajaan Langkat yang dulunya pernah 
ada ditempat kini  merupakan kota kecil bernama Tanjung pura, sekita 20 km dari 
stabat. Mantan wakil presiden Adam Malik pernah menuntut ilmu di sini. 
Kabupaten ini memiliki 23 kecamatan yag terdiri dari : babalan, bahorok, batang 
serangan, besitang, binjai, brandan barat, gebang, hinai, kuala, kutambaru, padang 
tualang, pengkalan susu, pematang jaya, salapian, sawit seberang, secanggang, sei 
bingai, sei lepan, selesai, sirapit, stabat, tanjung pura dan wampum yang dipimpin 
pleh seorang Bupati yang saat ini menjabat yaitu Ngogesa Sitepu. 
Stabat merupakan Pusat Pemerintah dari Kecamatan Stabat, sebelumnya Ibu 
Kota kecamatan Stabat berkedudukan di kota Madya Binjai, Namun sejak tahun 
1082 dengan diterbitkannya peraturan pemerintah N0. 5 Tahun 1982 
Kedudukannya dipindahkan ke Stabat. 
 
 
 
 
 
  
Visi  
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Langkat Yang Lebih Maju, Dinamis, 
Sejahtera dan Mandiri, Berlandaskan Aspek Religius, Kultural dan Berwawasan 
Lingkungan. 
Misi  
1. Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi; 
2. Meningkatkan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Sosial) yang 
Berlandaskan Iman dan Taqwa serta Pelestarian Budaya; 
3. Memantapkan Pembangunan Perdesaan; 
4. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Wilayah melalui Penegakan 
Supremasi Hukum dan HAM; 
5. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Keterpaduan Tata Ruang 
Wilayah; 
6. Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan yang Berdaya Saing; 
7. Memulihkan Keseimbangan Lingkungan dan Menerapkan Konsep     
Pembangunan Berkelanjutan. 
 
 
 
 
 
 
I. Tugas Pokok dan Funsi  
Tugas Poksi dan Fungsi Dinas PMD Kab. Langkat  
 
1. Kepala Dinas  
Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan 
pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantu yang diberikan kepada 
Daerah.  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi: 
a. Perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 
b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat dan 
desa; 
d. Pelaksanaan administrasi dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan 
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan 
fungsinya. 
 
2. Sekretaris Dinas 
Sekretaris mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan, pembinaan 
dan pengendalian terhadap program serta memberikan pelayanan teknis dan 
administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa. 
 
 
 
 
 
Sekretaris menyelenggarakan fungsi: 
a. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa; 
b. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa; 
c. Penyiapan peraturan perundang-undangan dibidang pemberdayaan 
masyarakat dan desa sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria 
yang ditetapkan oleh pemerintah; 
d. Pembinaan dan pemeberian dukungan administrasi kepada seluruh unit 
organisasi di lingkingan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang 
meliputi ketatausahaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, kerumah 
tanggaan, kerja sama. Hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi; 
e. Penyelenggaraan pengelolaan barang/kekayaan milik Negara/Daerah di 
lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 
f. Pengelolaan data dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi; 
g. Pengoordinasian penyusunan laporan kinerja Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa; 
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas 
dan fungsinya;dan 
i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-
langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. 
 
 
 
 
 
 
3. Subbagian Kepegawaian dan Umum 
Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan, 
penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, dan perlengkapan. 
 
Subbagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi: 
a. Pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan 
perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja; 
b. Menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi 
pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, 
promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain; 
c. Pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan; 
d. Pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai 
beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain; 
e. Fasilitas penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar 
Oprasional Prosedur (SOP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 
f. Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) 
Pegawai; 
g. Penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana 
Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); 
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan tugas 
dan fungsinya; dan 
i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-
langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.  
 
 
 
 
4. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset. 
Mempunyai Tugas Menyiapkan bahan dan menyusun rencana Program 
Kerja, Rencana Anggaran, dan Penatausahaan aset serta pelaporan.  
 
Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi: 
a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan 
rencana anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 
b. Penyelenggaraan administrasi dan penatausahaan keuangan; 
c. Pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan; 
d. Penyimpanan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan; 
e. Penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan kegiatan dan 
pertanggungjawaban keuangan; 
f. Penyiapan bahan dan penyusunan laporan kinerja Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa; 
g. Pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan asset; 
h. Penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa; 
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas 
dan fungsinya; dan 
j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-
langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.  
 
 
 
 
 
5. Bidang Pemerintahan Desa  
Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas membantu Kepala Dinas 
merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, penyelenggaran, pembinaan, 
monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang 
pemerintahan desa.  
6. Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa 
Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas 
membantu kepala Dinas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, 
menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan kebijakan dibidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 
Desa.  
7. Bidang Pemberdayaan Perekonomian Desa 
Bidang Pemberdayaan Perekonomian Desa mempunyai tugas membantu 
Kepala Dinas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, 
menyelenggarakan, membina, monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan perkonomian desa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Deskriptif Hasil Penelitian  
Bab ini membahas dan menyajikan data yang telah didapat dari hasil 
penelitian dilapangan, penelitian ini dilakukan dilapangan langsung dan telah 
memperoleh data mengenai pendapat responden. Dalam bab ini akan dibahas data 
yang diperoleh selama penelitian yang berlangsung di Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat Desa di Kabupaten Langkat. 
Pada kesempatan ini. Penulis berusaha untuk mengulas objek yang diteliti 
dan menganalisis data-data yang diperoleh. Bab ini menyajikan dan menganalisis 
data yang telah didapat dari hasil penelitian dilapangan atau di kenal dengan 
pendekatan Kualitatif yaitu: data yang diperoleh dengan cara tanya jawab denga 
narasumber yang jelas wewenangnya untuk menjawab pertanyaan dan mudahan 
dianalisis agar dapat diperoleh kesimpulannya. 
Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek yang berupa data yang 
diperoleh. Maka dalam penelitian ini menjadi narasumber : adalah 5 orang yang 
terdiri dari Satu Ketua (TPID), Satu Bendahara (TPID), dua Bidang Inovasi Desa, 
dan satu Pendamping Lokal Desa. Dari penelitian yang telah dilakukan oleh 
peneliti dilapangan telah memperoleh berbagai data dan informasi mengenai 
tanggapan dan pendapat narasumber, mengenai aspek-aspek sebagai berikut. 
 
 
 
 
 
B. Skriptif Data Narasumber  
a. Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin 
Berdasarkan jenis kelamin, narasumber dikelompokkan menjadi dua 
kelompok yaitu, dengan jenis kelamin laki-laki dan narasumber dengan jenis 
perempuan. Pada tabel 4.1 berikut disajikan persentase untuk masing-masing 
katagori tersebut. 
 
Tabel 4.1 Distrubusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kealamin 
No Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 
1 Laki-Laki 3 72% 
2 Perempuan 2 28% 
Jumlah 5 100% 
Sumber : Data Wawancara Tahun 2018 
Berdasarkan Tabel 4.1 diatas dapat kita lihat bahwa mayoritas narasumber 
berasal dari jenis kelamin Perempuan dengan frekuensi sebanyak 2 orang atau 
28% sedangkan sisanya berasal dari responden Laki-laki 3 orang dengan 
presentase sebesar 72%.  
b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan  
Berdasarkan pendidikan, narasumber dikelompokkan menjadi dua 
klasifikasi didalam dunia pendidikan yaitu tingkat SMA dan tingkat D3. Pada 
tabel 4.2 berikut disajikan persentase untuk masing-masing kategori tersebut.  
 
 
 
 
 
 
Tabel 4.2 Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan  
No Tingkat Pendidikan Frekuensi Presentase (%) 
1 SMA 4 72% 
2 D3 1 28% 
Jumlah 5 100% 
Sumber : Data Wawancara Tahun 2018 
Berdasarkan Tabel 4.2 diatas dapat kita lihat bahwa mayoritas narasumber 
yang mengenyam tingkat pendidikan SMA sebanyak 4 dengan persentase 72% 
tingkat D3 sebanyak 1 orang dengan persentase 28% 
 
C. Deskripsi Hasil Wawancara 
1. Adanya Penacapaian Tujuan Program Inovasi Desa dalam 
Mewujudkan Kemandirian Desa 
Berdasarkan Wawancara yang dilakukan Selasa 13 Maret 2018 dengan 
Bapak Akhyar selaku Ketua TPID. Mengatakan pencapaian tujuan program 
Inovasi Desa pertama memudahkan atau memperpendek proses upaya 
peningkatan perekonomian dari segi teknis. Dan juga dari sisi pengembangan 
pengetahuan masyarakat untuk membuat pilihan kepada kegitan desa tesebut tidak 
memerlukan dana besar tetapi dengan inovasi. teknis kegiatan itu yang paling 
dibutuhkan dan disesuaikan dengan keadaan desa. jadi pengembangan inovasi 
desa itu agar dapat tercapai  dengan biaya yang murah dan bermanfaat pada 
kepentingan masyarakat setempat baik itu infrastruktur maupun ekonomi. 
 
 
 
 
Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ibu Lela Syahfitri, Amd. Selaku 
Bendahara. Selasa 13 Maret 2018. Pencapaian Tujuan Program Inovasi Desa 
sangat dibutuhkan karena itu sangat bagus untuk kemajuan desa, terutama desa-
desa yang tertinggal apalagi desa-desa yang membutuhan sesuatu yang berinovasi  
agar menunjang kehidupan masyarakat. terutama perekonomian mereka, agar 
menjadi desa yang mandiri.  
Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak M. Fahtul Fahrudin. Selaku 
Bidang Inovasi Desa. Selasa 13 Maret 2018. Pencapaian Program Inovasi Desa 
dalam Mewujudkan Kemandirian Desa secara sepesifiknya dia harus sejalan 
dengan Program-Program yang ada di desa. Disamping itu kita harus cari inovasi 
yang baru misalnya dari infrastrukturnya dan Ekonominya. 
Berdasarkan Hasil Wawancara dengan bapak irmawansyah. Selaku 
Pendamping Lokasi Desa. Selasa 13 Maret 2018. Program Inovasi Desa dalam 
pencapaian tujuan  desa mandiri sebenarnya pemerintah sudah bersifat aktif dalam 
kemandirian desa. Kemandirian desa ini sangat bermanfaat untuk mengembalikan 
desa itu menjadi desa mandiri tanpa ketergantungan lagi dengan pemerintahan 
pusat, Maupun dana desa. Dengan adanya program inovasi desa ini dapat 
membantu masyarakat yang ada di desa. 
Berdasarkan Hasil Wawancara dengan ibu Leni Rahayu. Selaku Bidang 
Inovasi Desa. selasa 13 Maret 2018. Pencapaian tujuan Program Inovasi Desa 
dalam mewujudkan kemandirian desa ini sangatlah butuhkan. Pertama dapat 
meningkatkan perekonomian masyarakat desa itu sendiri. dan dengan adanya 
 
 
 
 
program inovasi desa ini dapat mengembangan pengetahuan secara luas. Dan 
tidak monoton di desa itu saja. 
 
2. Adanya Pengembangan  kewirausahaan 
Berdasarkan Wawancara yang dilakukan Selasa 13 Maret 2018 dengan 
Bapak Akhyar. Selaku Ketua TPID. Menyatakan bahwa kewirausahaan itu 
memang mengarahkan peningkatan ekonomian pada kegiatan kelompok. Pertama 
usaha yang telah ada desa itu tidak mengubah tetapi dikembangkan. Dengan usaha 
yang lebih profesional. kemudian penguasan teknologi kewirausahaan itu yang 
dapat dipahami oleh masyarakat desa. selama ini masyarakat hanya tahu 
berdagang saja tanpa adanya inovasi dan kreasi didalam wirausaha. 
Berdasarkan Hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Lela Syahfitri, 
Amd. Selaku bendahara (TPID). Selasa 13 Maret 2018. Menyatakan bahwa 
masing-masing desa itu mempunyai usaha. Dengan cara mengambil usaha modal 
yang sedikit dan kita anggap usahanya itu dapat berkembang dengan baik. 
Berdasarkan Hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak M. Fahtul 
Fahrudin. Selaku Bidang Inovasi Desa. Selasa 13 Maret 2018. Menyatakan 
pengembangan kewirausaha kalau saat ini dijalankan inovasi desa ini sudah ada. 
Wirausaha ini mengembangkan inovasi dengan mengeluarkan produk ungulan 
terbaru suapaya orang tidak bosan. 
Berdasarkan Hasil Wawancara yang dilakukan dengan bapak irwansyah. 
Selaku Pendamping Lokal Desa. Selasa 13 Maret 2018. Menyatakan 
 
 
 
 
Pengembangan kewirausahaan itu cukup bagus. Pertama meningkatkan 
pendapatan asli dari masyarakat itu sendiri, maka apa yang ada di dalam diri 
masyarakat itu harus dikembangkan. Terutama jiwa kewirausahaan, sehingga 
tidak ketergantungan.  
 Berdasarkan Hasil Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Leni Rahayu. 
Selaku Bidang Inovasi Desa. Selasa 13 Maret 2018. Menyatakan dalam kehidupan 
sehari-hari kita sering mengatakan bahwa setiap orang mempunyai usaha sendiri 
sebagai seorang kewirausahaan. Dalam pengembangan kewirausahaan 
membutuhan keterampilan dan kemampuan dalam usahan dan tentunya pertama 
adalah modal. 
   
3. Adanya Prasarana dan sasaran yang dibutuhkan dalam infrastruktur 
desa 
Berdasarkan Wawancara yang dilakukan Selasa 13 Maret 2018 dengan 
Bapak Akhyar. Selaku Ketua TPID. Menyatakan dalam prasarana dan sasaran 
yang dibutuhkan infrastruktur desa menyakut dengan adanya perhitungan dana 
dimana dana desa tersebut tidak cukup untuk membangun infrastruktur jembatan 
sehingga masyarakat setempat ikut berpartisipasi dalam mengumpulkan dana. 
Berdasarkan Hasil Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Lela 
Syahfitri,Amd. Selaku Bendahara. Selasa 13 Maret 2018. Menyatakan  bahwa 
dalam Prasarana dan sasaran yang dibutuhkan dalam infrastruktur desa yaitu 
 
 
 
 
adanya dana. adapun gotong royong untuk memajuan bersama. supaya 
terlaksanakannya kegiatan yang berhubungan dengan infrastruktur  itu sendiri  
 Berdasarkan Hasil Wawancara yang dilakukan dengan Bapak M. Fahtul 
Fahrudin . selaku Bidang Inovasi Desa. selasa 13 Maret 2018. Menyatakan bahwa 
dalam prasarana dan sasaran yang dibutuhkan dalam infrastruktur desa dari segi 
pendanaan, prasarana dan sasaran yang daerah desa-desa terpencil itu bagaimna 
mencari bahan material untuk pembuatan prasarana itu juga menjadi salah satu hal 
yang terpenting.  
Berdasarkan Hasil Wawancara yang dilakukan dengan bapak irwansyah. 
Selaku Pendamping Lokal Desa. Selasa 13 Maret 2018. Menyatakan sasaran 
dalam infrastruktur yang mendukung perekonomian desa seperti jalan, jembatan 
serta infrastruktur strategis lainnya.  
Berdasarkan Hasil Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Leni Rahayu. 
Selaku Bidang Inovasi Desa. Selasa 13 Maret 2018. Menyatakan sasaran yang 
menjadi pendukung infrastruktur pertama perekonomian desa. kedua prasarana 
infrastruktur ini membutuhkan dana. Tetapi dengan adanya kerjasama dengan 
masyarakat semua menjadi mudah dengan adanya gotong royong. 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Pembahasan  
1. Adanya Pencapaian Tujuan Program Inovasi Desa Dalam 
Mewujudkan Kemandirian Desa 
Program Inovasi Desa ini merupakan salah satu cara untuk menjembatani 
kebutuhan Pemerintah Desa akan solusi bagi penyelesaian masalah menuju 
Kemandirian Desa serta Inisiatif atau alternatif kegiatan Pembangunan Desa yang 
lebih efektif dan inovatif. 
Dengan adanya Program Inovasi Desa ini merupakan salah satu upaya 
dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan di Desa melalui pemanfaatan 
Dana Desa. dan juga dapat meningkatkan kualitas Penggunaan dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa yang Inovasif dan peka terhadap kebutuhan Masyarakat Desa 
dan dapat Membagun Kapasitas Desa yang Mandiri. 
Berdasarkan hal-hal diatas, maka jelaslah bahwa maksud dan tujuan 
Program Inovasi Desa Dalam Mewujudkan Kemandirian Desa yaitu Dengan 
adanya Dana Desa lebih berkualitas lagi, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan 
masyarakat Desa dalam mengembangkan potensi yang ada di Desa setempat. 
Berdasarkan hasil wawancara, menyatakan bahwa adanya Pencapaian tujuan 
Program Inovasi Desa dalam Mewujudkan Kemandirian Desa yaitu untuk 
meningkatkan penggunaan Dana Desa melalui berbagai kegiatan pembangunan 
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang lebih inovatif dan peka terhadap 
kebutuhan masyarakat Desa. dan mendorong produktivitas dan pertumbuhan 
ekonomian Desa serta membangun kapasitas Desa yang berkelanjutan untuk 
 
 
 
 
meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat dan Kemandirian Desa. 
mengembangka pemikiran masyarakat Desa. Serta mengembangka kewirausahaan 
dan infrastruktur. 
 
2. Adanya Pengembangan Kewirausahaan  
Pengembangan Kewirausahaan sangat dibutuhkan dalam membangun 
perekonomian masyarakat Desa, inovasi dan kreativitas hal yang perlu dimiliki 
dan dikembangkan dalam diri wirausaha demi perkembangan dan kesuksesan 
sebuah usaha. Inovasi kreativitas dari kewirausahaan Pada dasarnya sebuah 
inovasi dalam berusaha atau kemampuan untuk menerapkan solusi kreatif 
terhadap masalah dan peluang yang ada untuk meningkatkan atau memperbaiki 
kinerja usaha. Inovasi dalam pengembangan kewirausahaan terdapat suatu 
kombinasi baru yang dapat menghasilkan kebaruan atau diperbaharui, karena 
inovasi tidak harus selalu barang atau jasa baru, melainkan perbaikan atau 
pengembangan dari barang atau jasa yang telah ada.  
Melihat Hasil Wawancara menyatakan Pengembangan kewirausahaan 
mengarahkan untuk meningkatkan perekonomian pada kegiatan kelompok atau 
pun individu. Adapun usaha yang lebih professional seperti, penguasaan teknologi 
dalam kewirausahaan dan tentunya memiliki modal dan dapat berkembang dengan 
baik. Dan hal yang terpenting mempunyai jiwa kewirausahaan dan keterampilan. 
 
 
 
 
 
3. Adanya Prasarana dan Sasaran yang dibutuhkan dalam Infrastruktur 
Desa 
Prasarana dan Sasaran merupakan banguan dasar yang sangat diperlukan 
untuk mendukung kehidupan manusia yang hidup bersama-sama dalam suatu 
ruang yang berbatas agar manusia dapat bermukim dengan nyaman dan dapat 
bergerak dengan mudah dalam segala waktu dan cuaca, sehingga dapat hidup 
dengan sehat dan dapat berinteraksi satu dengan lainnya dalam mempertahankan 
kehidupanya. Secara lebih lugas dapat dikatakan bahwa infrastruktur adalah 
bangunan atau fasilitas-fasilitas dasar, peralatan-peralatan, dan instalasi-instalansi 
yang dibangun dan dibutuhkan untuk mendukung berfungsinya suatu system 
tatanan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Infrastruktur merupakan asset fisik 
yang dirancang dalam sistem sehingga mampu memberikan pelayanan prima 
kepada masyarakat.  
Berdasarkan Hasil Wawancara menyatakan Pembangunan infarstruktur 
merupakan hal penting yang pengadaanya harus disegerakan karena berhubungan 
dengan kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari dalam lingkup sosial dan 
ekonomi. Terutama tersedianya infrastruktur perdesaan yang sesuai dengan 
kebutuhan, kemampuan masyarakat setempat. Sehingga masyarakat bisa 
berpartisipasi dan berwawasan lingkungan.  
Sesuai dengan Keputusan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 83 Tahun 2017 Tentang Penetapan 
Pedoman Umum Program Inovasi Desa. dari hasil penelitian yang dilakukan di 
 
 
 
 
Kabupaten Langkat, suatu Proses yang dilakukan Oleh Dinas PMD dan 
Kecamatan Secanggang dalam menjalankan Program Inovasi Desa dengan 
mengikuti Program-Program yang ada di prosedur. Dan melaksanakannya sesuali 
dengan pedoman.  
Melihat dari hasil analisis yang digambarkan dalam pembahasan 
sebelumnya yang dapat disimpulkan terlihat dari program yang dibuat oleh 
Pemerintah masih belum bisa berjalan sepenuhnya oleh Dinas PMD dan 
Kecamatan. 
Dan masih ada beberapa kendala terhadap Program Inovasi Desa dalam 
Mewujudkan Kemandirian Desa, Kewirausahaan, dan infrastruktur. Untuk 
mengetahui beberapa kendala tersebut yaitu sebagi berikut: 1. Tidak adanya 
pemahaman masyarakat betapa pentingnya berinovasi. 2. Tidak adanya modal, 
kreatifitas, dan jiwa kewirausahaan. 3. Tidak adanya kepercayaan Masyarakat 
Desa dalam pembagunan infrastruktur, seperti gotong royong dan berpartisipasi 
dalam pengumpulan Dana. Dan juga masih ketergantungan dengan Dana desa. 
Langkah-Langkah yang dilakukan oleh Dinas PMD dan kecamatan untuk 
mengatasi kendala-kendala pelaksanaan Program Inovasi Desa No. 83 Tahun 
2017 antara lain : 1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat betapa 
pentingnya berinovasi. 2. Meningkatkan efesiensi kerja bagi Dinas dan 
Kecamatan. 3. Menumbuhkan rasa percayaan masayarakat Desa kepada Program 
Inovasi Desa. 
 
 
 
 
BAB V 
PENUTUP  
A. Kesimpulan  
1. Program Inovasi Desa Dalam Mewujudkan Kemandirian Desa pada Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Langkat, sudah mulai dijalankan dengan 
mengacu pada upaya Kementerian desa PDTT dalam mempercepat penanggulangan 
kemiskinan di Desa melalui pemanfaatan dana desa secara lebih berkualitas dengan 
strategi pengembangan kapsitas desa secara berkelanjutan khususnya dalam bidang 
pengembagan ekonomi lokal dan kewirausahaan, pelayanan sosial dasar, serta 
infrastruktur desa. 
2. Dalam Mewujudkan Kemandirian Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 
Kabupaten Langkat sudah cukup berjalan. karena sebagaian tujuan Kemandirian Desa 
akhir dari otonomi desa, maka upaya pemberdayaan masyarakat perlu terus dilakukan. 
Proses pemberdayaan masyarakat desa sangat dipengruhi terhadap Kemandirian Desa. 
3. Pengembangan Kewirausahaan sudah mulai terlaksana seperti apa yang diharapkan. 
Karena Pengembangan Kewirausahaan merupakan kemampuan kratif dan inovatif yang 
dijadikan dasar kiat dan tanggung jawab untuk mencari peluang menuju sukses.  
4. Peningkatan infrastruktur dalam sarana dan prasarana  yang dimiliki Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat Desa sudah cukup memadai, karena pelaksanaanya sudah 
mulai berjalan.  
 
B. Saran 
1. Perlunya peningkatan kesadaran msayarakat dan kepercayaan masyarakat melalui 
sosialisai terhadap pentingnya Program Inovasi Desa bagi Desa itu sendiri. Sehingga 
dapat menghasilkan hasil yang optimal  
 
 
 
 
2. Kepada Dinas kabupaten Langkat dan kecamatan agar memberikan pelatihan-pelatihan 
dan pembinanaan terhadap Masyarakat dalam peningkatan pengetahuan tentang inovasi 
desa sehingga dapat memajukan desa dalam Mewujudkan  Kemandirian desa. 
3. Melakukan pengembangan kewirausahaan yang mengarahkan peningkatan ekonomian 
pada kegiatan kelompok. 
4. perlunya dilakukan peningkatan partisipasi masyarakat agar dapat membangun 
infrastruktur yang dibutuhkan. 
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